
園田馳地軸

WALI KOTA SIBOLGA

PROV工NSI SUMATERA UTARA

pERATURAN WALI Ko皿slBOLGA

NOMOR 4i耽HUN 2023

TEN皿NG

RENCANA KER↓A pEMERIN船H DAERAH Ko恥s工BOLGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT Tu恥N YANG MAHA ESA

wALI Ko船s量BOLGA,

Menimbang : a･ bahwa untuk keserasi紬d粗a皿perencanaan pemban糾nan

daerah secara nasional dan region瓢yang mengedepankan

otonomi daerah, s匂瓢an din　seimbang, perlu disusun

Rencana Keヰa Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Sibolga

Tahun　2024　berdasarkin　Peraturan Mente正　Dalam Negeri

Nomor　86　Tahun　2017　tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengend血ian dan Evaluasi Pe皿bangunan Daerah, Tata C紬a

Evaluasi Rancangan Peratura皿　Daerah tentang Rencan租

Pembangunan Jangka Pa垂ang Daerah din　Rencana

Pembangunan J紬gka Menengah Daerah, serta Tata C紬a

Pembahan Renc狐a Pembangunan J劃gka Pa垂ang Daerah,

Rencana Pemb孤gun狐Jangka Menengah Daerah, din

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebag証mana dimaksud

pada bumf a, perlu menetapkan Peratur紬Wali Kota tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sibolga Tahun 2024;

Mengingat　‥ 1･ Und紬g-Undang No皿or　8　D九･ Tahun 1956　tent紬g

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam

Lingkungan Daerah　打opinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik暮ndonesia Tahun 1956 Nomor 59, T劃bahan

Lembaran Negara Republik重ndonesia Nomor 1092);

2･ Undang-Undang Nomor　28　Tahun　1999　tentang

Penyelen幾組aan Neg紬a yang Bersih dan Bebas Dari Kompsi,

Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lemb狐an Negara Republik

量ndonesia No皿or 3851);

3. Undaれg-Uれdaれg…



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keu紬gan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lemb紅組Neg紬a Republik量ndonesia

Nomor 4286);

4･ Undang-Undang Nomor　25　Tahun　2004　tentang Sistem

Perencanaan Pembanguna皿　Nasional (Lembaran Negara

Republik　賞ndonesia Tahun　2004　Nomor 104, Tambah狐

Lemb紬an Negara Republik工ndonesia Nomor 442 1);

5･ Undang-Undang Nomor 17 Tahun　2007　tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional　2005-2025

(Lembaran Neg狐a Republik重ndonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Neg甜a Republik工ndonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang No皿or 23 Tahun 2014 tent紬g pemerintah紬

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebaga王m狐a telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2020

Nomor 292, Tambah紬Lemb孤独Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

7.　Peraturan pemehntah No皿or 71 Tahun 2010 tentang st紬dar

Akuntansi Peme正ntahan　(Lembaran Neg狐a Republik

lndonesia Tahun　2010　Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik量ndonesia Nomor 5 165);

8.　Peratur紬　Peme正ntah Nomor 12　Tahun　2019　tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

量ndonesia Tahun　2019　No皿or　42, Tambahan Lembar紬

Neg紬a Republik量ndonesia 6322);

9.　Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2020 Nomor

10);

10. Peraturan Mente正　Dala皿　Negeri Nomor　86　Tahun　2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi R紬cangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Pa垂ang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata C紬a Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Pa可ang Daerah,　Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Ke巾a

Pemerintah Daerah (Berita Neg紬a Republik喜ndonesia Tahun

2017 Nomor 1312);

I I. peratztran...



11. Peratur紬　Menteh D粗a皿　Nege轟　Nomor　70　Tahun　2019

tentang Siste皿量nfbrmasi Peme正ntah紬Daerah (Be正ta Negara

Republik工ndonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 14);

12. Peraturan Mente正　Dalam Negeri Nomor　90　Tahun　2019

tentang Klas抽kasi, Kode最kasi dan Nomen岨atur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

賞ndonesia Tahun 20 19 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteh Dalam Negeri Nomor　77　Tahun　2020

tentang pedom狐Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Behta

Neg紬a Republik量ndonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Mente正　Dala皿　Negeri Nomor 17　Tahun　2021

tentang pedoman Penyusunan Rencana Ke暮ja Pemerintah

Daerah Tahun 2022 (Be正ta Negara Republik工ndonesia Tahun

2021 Nomor 496);

15. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sibolga

Tahun　2005-2025 (Le皿b紙皿　Daerah Kota Sibolga Tahun

2010 Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2018 tent紬g

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sibolga (Lembaran Daerah

Kota Sibolga Tahun 2018 Nomor 20);

17. Peratur狐Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2021 tent狐g

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Sibolga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Sibolga

Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WAL量Ko皿TEN皿NG RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH Ko船s重BOLGA船HUN 2024.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1.　Daerah ad血ah Kota sibolga.

2. Pemerintah Daerah ad瓢ah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pe皿ehntahan Daerah Kota Sibolga yang

memimpin pelaksanaan ums紬peme正ntahan yang me垂adi

kewenangan daerah otonom･

3.　Wali Kota adalah wali Kota sibolga.

4..Re/|c復調tl....



4. Rencana Ke宣ja Pemehntah Daerah yang sela垂utnya disingkat

RKPD ad血ah rencana ke膏a pemb狐gunan daerah Kota

Sibolga.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

sela垂ut叫ya disingkat RPJMD ad粗ah rencana pemb紬gunan

jangka menengah daerah Kota Sibolga･

6. Organisasi Perangkat Daerah yang sela可utnya disebut OPD

ad血ah organisasi per紬gkat daerah di Lingkungan Pemehntah

Kota Sibolga yang terdiri da五Se虹etariat, Inspektorat, Badan,

Dinas, dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga･

7. Rencana Pembangunan Jangka Pa可紬g Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJPD adalah rencana pembangunan

jangka pa刊ang daerah Kota Sibolga･

8. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

sela垂utnya dis血gkat R･APBD adalah Rencana Anggaran

Pendapatan d紬Bela可a Daerah Kota Sibolga･

BAB重工

RKPD

Pas血2

(1) RKPD ad粗ah dokumen perencana劃　pembangunan Kota

Sibolga untuk pe五〇de 1 (sam) tahun yaitu tahun　2024

terhitung mulai tanggal 1 Januari dan sanpai dengan tanggal

31 Desember 2024.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan

dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKPD

OPD Tahun 2024.

Pasal 3

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalan Pasal　2　merupakan

pe垂abar紬dah R鼠JMD Tahun 2021-2026 dan RRJ"PD Tahun

2005-2025 dengan menggunakan Rencana Kerja OPD untuk

kumn waktu 1 (satu) tahun yang皿emuat Kerangka Ekonomi

Daerah,打ioritas Pembangunan Daerah, Rencana Ke重ja

Temkur d狐Rencana Pendanaan叫ya.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lamp宣ran Peraturan W血i Kota ini yang mempakan bagian yang

tidak terpisahkan da正Peraturan Wali Kota ini･

Pasal 4

(1) Pembahas劃R.APBD Tahun 2024 me皿ggunakan RKPD untuk

menyusun d紬membahas Ke囲akan Umum Angg紬an (KUA主

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap
tahun y紬g merupakan landasan atau acuan dalam menyusun

dan membahas Kel時akan U皿m Angg紅組P五〇五tas Plaめn

Anggaran Sementara (KUA-Pins) i

BABH手…



BAB重工工

KETENTUAN PENUTUP

Pas血5

Peratur紬Wali Kota ini皿ulai berlaku pada tangg瓢diundangkan･

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengund紬gan

Peraturan W粗i Kota ini dengan pene皿pat狙nya dala皿　Behta

Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga

pada tanggal 03 Juli 2023

WALI Ko皿s量BOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangk紬di Sibolga

Pada tanggal 03 Juli 2023

sEKRE船R宣s DAERAH Ko払s工BOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH Ko皿s重BOLGA TAHUN 2023 NOMOR 509

dengan aslinya


